
INSPEKTORAT
towards accountability and service 

excellence

Pemerintah Provinsi Jawa Timur





Dasar Hukum Bantuan Hibah dari 
APBD Prov. Jawa Timur

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Maksud Pemberian Hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan
kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.



Obyek Penerima Hibah

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah Lain
3. BUMN atau BUMD
4. Badan dan Lembaga [Pergub 40/2016 Pasal 5 Ayat (6) Huruf c]
5. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia



Agency Theory



Kriteria Pertanggungjawaban Hibah 
Berupa Uang

• penggunaannya sesuai dengan kegiatan dalam
NPHD dan RAB

• dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan

• apabila terdapat sisa anggaran harus disetor
ke Kas Daerah Prov. Jawa Timur

• tepat waktu



SISTEMATIKA LPj HIBAH
1. Surat Pengantar Laporan Penggunaan Hibah kepada Gubernur

Jawa Timur
2. Pakta Integritas Hibah (copy dari Proposal)
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Berupa Uang
4. Copy NPHD dan RAB yang disetujui (Adendum RAB jika terdapat

perubahan)
5. Copy KTP dan Biodata Penerima Hibah
6. Copy Rek. Hibah (halaman Identitas, halaman pengambilan uang,

dan halaman saldo akhir dana hibah)
7. Laporan Realisasi Hibah (Penandingan RAB dan Realisasi)
8. Buku Kas Dana Hibah (Kas Bendahara dan Kas di Bank)
9. Bukti Transaksi yang Sah



Nota dan Kuitansi



Bea Meterai



Siapa yang Menanggung Bea Meterai?

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Pasal 6 
Bea Meterai terhutang oleh pihak yang
menerima atau pihak yang mendapat manfaat
dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak
yang bersangkutan menentukan lain



Contoh Bukti-Bukti 
Pertanggungjawaban

a. Bukti Pembelian Barang



0%

50% 100%

i. Dokumentasi Pekerjaan 
0% s.d. 100%

b. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



ii. Dokumentasi Pendukung 
Bahan dan Peralatan



iii. Dokumentasi Pendukung 
Pengukuran



Contoh Buku Kas Umum Sederhana



Contoh Laporan Realisasi Anggaran Sederhana

Merupakan laporan yang merinci 
penggunaan anggaran menurut RAB 
dengan realisasi belanja terkait.
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